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ABSTRAK 

PERAN GENDER ADVISER DALAM PENANGANAN GENDER 

MAINSTREAMING PADA MISI MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED 

STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

(MINUSCA), 2017-2019 

 

Oleh 

GHINA SALSABILA QOTRUNADA BAHAGIANDA 

 

 Perang saudara yang terjadi di Central African Republic (CAR) berdampak 

negatif, khususnya perempuan dan anak sebagai korban. Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA) 

menjadi salah satu misi penjaga perdamaian yang fokus mandatnya untuk 

mengatasi dan meningkatkan partisipasi perempuan di wilayah konflik. Selama 8 

tahun keberadaan misi ini, sorotan utama atas hal-hal yang berkenaan dengan 

konflik dalam hal ini perempuan memunculkan re-focusing pada pengarusutamaan 

gender sebagai usaha untuk meminimalisir risiko yang lebih besar.  

 Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi peran gender adviser 

MINUSCA dalam penanganan gender mainstreaming dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif, pengumpulan data dihimpun melalui studi pustaka berupa 

dokumen, buku, artikel dan publikasi. Penggunaan konsep dan teori peacekeeping 

operations digunakan untuk alat analisis peran yang dilaksanakan gender adviser 

dalam menangani permasalahan tersebut.  

 Konflik CAR memerlukan perhatian khusus, dikarenakan peran 

mempromosikan, memfasilitasi, mendukung dan kerja sama belum terlaksana 

secara penuh di masa kepemimpinan Kapten Marcia Braga. Oleh karena itu, pada 

peran mendukung dan kerja sama harus ditinjau kembali agar dapat mengefisiensi 

rencana kerja yang ditetapkan.  

Kata Kunci: Gender Adviser, Gender Mainstreaming 

 

  



 
 

ABSTRACT 

THE ROLE OF GENDER ADVISERS IN HANDLING GENDER 

MAINSTREAMING IN THE MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED 

STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

(MINUSCA), 2017-2019 

 

By 

GHINA SALSABILA QOTRUNADA BAHAGIANDA 

 

The civil war that occurred in the Central African Republic (CAR) had a negative 

impact, especially women and children as victims. The Multidimensional Integrated 

Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA) is one of the 

peacekeeping missions whose mandate focuses on addressing and increasing 

women's participation in conflict areas. During the 8 years of this mission's 

existence, the main focus on matters relating to conflict, in this case women, has 

led to a re-focusing on gender mainstreaming as an effort to minimize greater risks. 

The purpose of this study was to explore the role of MINUSCA's gender advisers 

in handling gender mainstreaming with a qualitative descriptive approach. Data 

collection was collected through literature studies in the form of documents, books, 

articles and publications. The use of concepts and theories of peacekeeping 

operations is used as a role analysis tool implemented by gender advisers in dealing 

with these problems. The CAR conflict requires special attention, because the roles 

of promoting, facilitating, supporting and collaborating have not been fully 

implemented during the leadership of Captain Marcia Braga. Therefore, the role of 

support and cooperation must be reviewed in order to make the work plan efficient. 

Keywords: Gender Adviser, Gender Mainstreaming 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) merupakan bentuk 

upaya dari penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan 

memberikan keamanan dan dukungan politik dan membangun perdamaian serta 

membantu negara konflik selama proses transisi dari konflik hingga 

perdamaian.. UNPKO telah beroperasi sejak 1948 dengan jumlah 71 operasi dan 

12 operasi yang masih berjalan sampai sekarang (United Nations, 2004). Salah 

satu UNPKO yang masih berjalan sampai saat ini ialah Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). 

Pertama kali  beroperasi pada 10 April 2014 yang disahkan oleh United Nations 

Security Council atau Dewan Keamanan PBB dengan perlindungan warga sipil 

sebagai prioritas utama sesuai dengan Resolusi PBB 2149 (Peacekeeping, 

2022). 

MINUSCA muncul sebagai bentuk upaya yang dilakukan PBB untuk 

mengakhiri perang saudara yang terjadi di Central African Republic (CAR). 

Kondisi CAR yang tidak stabil akibat perang saudara yang telah terjadi dari 

tahun 2007 hingga tahun 2013. Konflik yang terjadi melibatkan pasukan 

pemerintah, pemberontak kelompok Seleka (Muslim) dan milisi anti-Balaka 

(kristen). Penyebab terjadinya konflik yang kompleks tidak hanya melibatkan 

perbedaan agama tetapi juga telah terjadi perpecahan etnis dan ketidaksetaran 

kekuasaan (Andiara Valloni dos Santos, 2020). Keadaan CAR yang makin tidak 

stabil dengan munculnya Sexual Gender Based Violence (SGBV) yang 

didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang merupakan pelanggaran serius 

terhadap hak asasi manusia dan masalah kesehatan dan perlindungan yang 
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mengancam jiwa yang didasarkan pada norma gender dan hubungan kekuasaan 

yang tidak setara. (UNHCR, 2022) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : hasil olah data peneliti yang diperoleh dari laporan kekerasan seksual terkait konflik berasal dari 

Sekretaris Jenderal PBB  
 

 Grafik tersebut merupakan data yang diperoleh dari laporan Sekretaris 

Umum PBB. Dalam laporan tersebut memaparkan jumlah korban berdasarkan 

umur dari periode tahun 2017-2019. Pada tahun 2018 korban dibawah 18 tahun 

mengalami penurunan  jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2017. Namun, pada 

tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dari jumlah korbannya. Hal ini 

dikarenakan pada tahun 2019, setelah dilakukannya perjanjian gencatan senjata 

oleh kelompok pemberontak, terjadi kembali konflik yang mengakibatkan jumlah 

korban meningkat. Berbeda hal dengan korban diatas 18 tahun dari tahun 2017-

2019 mengalami penurunan. Serta korban yang tidak diketahui rentang umurnya 

juga menurun. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Umur 
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Sumber : hasil olah data peneliti yang diperoleh dari laporan kekerasan seksual terkait konflik 

berasal dari Sekretaris Jenderal PBB 

 

Dari grafik yang telah dipaparkan di atas, pada grafik berdasarkan jenis 

kelamin dapat terlihat bahwa jumlah korban kebanyakan berjenis kelamin 

perempuan atau anak perempuan. Terjadi peningkatan jumlah korban pada 

tahun 2019 dikarenakan terjadinya kembali konflik setelah perjanjian gencatan 

senjata yang dilakukan. Hal tersebut terlihat pada tahun 2017 ke 2018 

mengalami penurunan dan jumlah korban kembali naik pada tahun 2019.  

Para ahli dari CAR dalam laporan tahun 2018 (S/2018/1119), mencatat 

sebagian besar konflik kekerasan seksual tidak dilaporkan. Hal ini dikarenakan 

ketakutan korban akan adanya serangan berulang. Para ahli juga mengatakan 

bahwa persentase tinggi kasus yang terjadi berada di daerah pedesaan karena di 

sana banyak laporan yang terjadi bahwa korban diserang dengan banyak orang 

bersenjata (United Nations, 2000). 

Sejak Desember 2012, di seluruh wilayah, sejumlah kurang lebih 12.000 

orang telah terbunuh, 20% dari 4,6% juta penduduk CAR telah meninggalkan 

rumah mereka. Jumlah pengungsi internal (IDP) adalah sekitar 1.000.000 

termasuk dengan 512.672 lainnya yang ada di Bangui di 67 lokasi. Angka-

angka untuk pengungsi ini telah turun sejak akhir tahun 2014 berkat adanya 

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin 
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penguatan keamanan yang signifikan. CAR berada di peringkat 185 peringkat 

dari 187 negara dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan urutan 182 

dari 187 dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB)/kapita (Bangui, 2015). 

Kekerasan berbasis gender juga tidak hanya dirasakan oleh perempuan saja, 

jenis kelamin laki-laki juga merasakan hal yang sama. SGBV terkait konflik 

terhadap gender laki-laki juga merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan 

CAR. Hal ini merupakan salah satu prioritas dari PBB serta juga dengan 

MINUSCA. permasalahan SGBV terhadap laki-laki ini serupa seperti yang 

dirasakan perempuan yakni masih kurangnya pelaporan dan kurangnya data 

atas kekerasan seksual. Menurut laporan dari UN-Led Monitoring and 

Reporting Mechanism on Grave Violations of Children’s Rights, 8 dari 521 

kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diverifikasi oleh juga melibatkan 

anak laki-laki. 14% (1,555) dari kasus yang tercatat dari 11,110 melibatkan 

kejahatan terhadap laki-laki. Serta sejak pertengahan 2017, MINUSCA telah 

memverifikasi bahwa terdapat 13 kasus yang melibatkan laki-laki (Centre For 

African Justice, 2020). 

Sebagai bentuk upaya yang dilakukan, PBB mengembangkan pendekatan 

gender untuk misi UNPKO. Hal ini sebagai salah bentuk mempromosikan 

kesetaraan gender dan meningkatkannya minat partisipasi perempuan dalam 

pembangunan perdamaian dan transformasi perdamaian (United Nations, 

2000). Atas persetujuan dari Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000, Resolusi 

1325 ialah tonggak utama dalam perjuangan untuk hubungan yang setara antar 

gender di Peacekeeping operations (PKO), mengadvokasi distribusi yang lebih 

seimbang antara perempuan dan laki-laki di Operasi PBB dan bentuk 

implementasi perspektif gender dalam PKO (United Nations, 2000). 

MINUSCA dibentuk melalui Resolusi 2149 pada tahun 2014 (Global 

Centre for The Responsibility to Protect, 2021). MINUSCA merupakan salah 

satu dari banyaknya PKO yang aktif yang memasukkan perspektif kesetaraan 

gender. Dalam Resolusi 2149, MINUSCA diminta sepenuhnya untuk 

mempertimbangkan gender mainstreaming sebagai salah satu usaha untuk 

menghentikan konflik dan membantu otoritas CAR untuk berpartisipasi penuh 

dan efektif, keterlibatan dan representasi dari perempuan di seluruh bidang dan 
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seluruh tingkatan (Global Centre for The Responsibility to Protect, 2021). 

Mandat bagian gender yang didefinisikan oleh UNSCR 2552, yang dalam 

paragraf 44 menyerukan bahwa MINUSCA untuk “memperhatikan sepenuhnya 

masalah gender dalam semua aspek mandatnya dan untuk membantu otoritas 

CAR untuk memastikan sepenuhnya partisipasi, kontribusi dan keterwakilan 

perempuan yang setara dan efektif, termasuk penyintas kekerasan seksual, 

disemua bidang dan disemua tingkatan termasuk dalam proses politik dan 

rekonsiliasi dan dalam pelaksanaan perjanjian damai, kegiatan stabilisasi, 

keadilan transisi, pekerjaan peradilan pidana khusus dan komisi kebenaran, 

keadilan, reparasi dan rekonsiliasi, reformasi dan pelucutan senjata sektor 

keamanan, kegiatan demobilisasi, reintegrasi dan repatriasi, serta persiapan 

pemilu termasuk melalui penyediaan gender advisers” (United Nations 

Peacekeeping , 2019). 

Sehingga dalam misi ini terdapat Gender Focal Point (GFP) yang memiliki 

peran untuk mendukung Wakil SekJen dan Manajer Senior untuk melaksanakan 

tanggung jawab mereka untuk menerapkan gender mainstreaming dalam 

program kerja yang substantif (OSAGI, 2000). GFP adalah anggota staf kunci 

dalam organisasi yang berurusan dengan strategi gender mainstreaming dan 

membangun kapasitas di antara rekan-rekannya untuk memasukkan gender ke 

dalam pekerjaan mereka, dalam hal konten dan proses. Menurut UN Women 

Training Center, peran GFP adalah mengadvokasi peningkatan perhatian dan 

integrasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan dan 

program badan tersebut. Maka GFP tidak bekerja sendiri dalam isu gender 

tetapi bekerja sama dengan tim koordinasi atau komite yang bertemu secara 

berkala dan bertanggung jawab atas koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

strategi gender mainstreaming organisasi (Gender Chemicals, 2016). Gender 

adviser ditempatkan di sebagian besar misi perdamaian, semua misi telah 

mendedikasikan titik fokus gender, sementara beberapa juga memiliki titik 

fokus gender dalam komponen misi. Para ahli gender adviser akan bekerja sama 

dengan pimpinan misi dan staf untuk memberikan keahlian teknis dan gender 

mainstreaming dalam semua kegiatan misi, termasuk upaya mempromosikan 



6 
 

 

 

pencegahan dan mediasi konflik yang inklusif (United Nations Peacemaker, 

2019).  

MINUSCA merupakan misi yang disebut misi hibrida, yang bertujuan 

untuk mengubah kondisi lingkungan konflik-pembangunan perdamaian pasca 

konflik- dan mendukung pemerintah dan organisasi lokal (Andiara Valloni dos 

Santos, 2020). Misi hibrida ini memiliki tiga komponen utama, yakni polisi, 

militer dan sipil. Komponen tersebut memiliki mandat yang sama namun 

mengikuti rantai komando individu. Komposisi yang inovatif ini memiliki 

dampak pada saat operasi dan proses pengambilan keputusan. Alasan tersebut 

digunakan PKO sebagai model baru yang dirancang dengan menggunakan 

banyak aktor yang dapat memberikan variasi dalam tanggung jawab akan 

kebijakan proses pembangunan perdamaian. Mandat MINUSCA terdiri atas 

tujuan-tujuan sebagai berikut : melindungi warga sipil selama konflik 

bersenjata; mendukung pelaksanaan proses transisi di tingkat nasional dan 

lokal; memberikan bantuan kemanusiaan; dan mempromosikan hak asasi 

manusia (UN Mission MINUSCA, 2022). 

MINUSCA dipilih menjadi topik dalam penelitian ini dikarenakan 

sebagaimana yang disetujui pada tahun 2014 pada saat dibentuknya operasi ini 

terdiri atas topik-topik penting seperti pencegahan pelanggaran perempuan dan 

anak-anak, peningkatan personel perempuan dalam misi dan pelibatan 

perempuan di semua tingkat proses perdamaian. Pada penelitian ini juga melihat 

salah satu aktor yang terlibat dalam proses dan bentuk upaya PBB memasukkan 

keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian yaitu dengan adanya gender 

adviser. Maka dari itu, penelitian ini untuk dapat melihat bagaimana peran 

gender adviser sebagai salah satu aktor yang membantu menyelesaikan 

permasalahan gender mainstreaming di MINUSCA.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian 

ini berfokus peran penasihat gender militer dalam menangani kasus gender 

mainstreaming di MINUSCA. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul dari 

penelitian ini ialah :  Bagaimana peran gender adviser dalam menangani gender 

mainstreming pada misi MINUSCA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan : 

a. Mendeskripsikan kondisi gender mainstreaming di CAR; 

b. Menganalisis peran gender adviser dalam menangani gender 

mainstreaming di MINUSCA. 

c. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peran 

gender adviser dalam menangani gender mainstreaming pada misi 

MINUSCA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan dasar penelitian yang 

serupa, yakni mengenai peran gender adviser dalam penanganan gender 

mainstreaming di MINUSCA. 

 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dan berguna untuk seluruh pihak dalam kajian ilmu hubungan internasional 

yang memiliki keterkaitan dengan peacekeeping operations.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat adanya penelitian terdahulu 

yang bertujuan sebagai bahan acuan atau referensi untuk menambah wawasan 

dan informasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan 

5 literatur yang isinya memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai 

referensi.  

Pertama, jurnal yang berjudul ‘Unpacking’ the gender perspective at 

UN Peacekeeping operations : A case study of MINUSCA through a feminist 

lens yang ditulis oleh Andiara Valloni dos Santos. Jurnal ini membahas 

mengenai  awal mula terbentuknya peacekeeping operations (PKO), dan 

bagaimana gender perlahan-lahan dimasukkan ke dalam aturan di wilayah 

konflik. Dalam hal ini, PBB memasukkan gender sebagai peran penting dalam 

proses pembangunan perdamaian untuk mencapai perdamaian PBB (United 

Nations, 2000). Tujuan PBB memasukkan perspektif gender ialah untuk 

memperlihatkan adanya perbedaan peran yang ada diantara perempuan dan 

laki-laki dalam masyarakat dan adanya kekerasan yang dihadapi oleh 

perempuan di wilayah konflik. 

Dalam jurnal ini juga menggunakan Resolusi 1325 sebagai salah satu 

acuan dalam melaksanakan penelitian. Yang mana Resolusi ini merupakan 

bentuk pengimplementasian dari The United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) 

(Andiara Valloni dos Santos, 2020). Salah satu tujuan resolusi 1325 ialah 

adanya pencapaian yang lebih besar akan representasi perempuan dalam 

UNPKO untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses 
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pembangunan perdamaian. Manfaat dari adanya partisipasi perempuan yang 

lebih besar dalam UNPKO menyebabkan adanya pencegahan pelanggaran 

seksual oleh penjaga perdamaian dan peningkatan reputasi di antara 

masyarakat. Melalui Resolusi 1325 dan mandat lainnya, PBB mengklaim 

bahwa penggabungan untuk perspektif gender dalam PKO merupakan salah 

satu bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan 

mengatasi adanya kekhawatiran mengenai kekerasan perempuan dan anak 

perempuan yang terjadi pasca-konflik (Andiara Valloni dos Santos, 2020). 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metodologi studi kasus dengan bertujuan untuk “mempelajari unsur-unsur 

sosial melalui deskripsi dan analisis yang komprehensif” satu situasi atau kasus. 

Serta mengumpulkan informasi berdasarkan survei database dan juga 

mewawancarai pihak-pihak yang terkait. Perbedaan dengan penelitian ini dan 

dengan yang peneliti tulis yakni, pada penelitian peneliti akan lebih detail 

membahas tugas serta rekan yang bekerja sama untuk menangani gender 

mainstreaming. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam penggunaan objek 

sebagai aktor yang berperan dalam menangani gender mainstreaming.  

Kedua, jurnal yang berjudul “The Gender Mainstreaming Gap : 

Security Council Resolution 1325 and UN Peacekeeping Mandates” yang 

ditulis oleh Anna-Kathrin Kreft. Artikel ini membahas tentang implementasi 

PBB terhadap Resolusi 1325 mengenai tentang perempuan, perdamaian dan 

keamanan dengan fokus pada gender sebagai mandat pemeliharaan perdamaian. 

Dewan Keamanan mengeluarkan serangkaian resolusi lebih lanjut di bawah 

payung Women , Peace and Security (WPS) (Anne-Kathrin Kreft, 2017). 

Seperti di Resolusi 1820 (2008) menolak segala jenis penggunaan kekerasan 

seksual sebagai strategi perang, mendorong semua pihak untuk mencegah dan 

memerangi kekerasan seksual dalam konflik dan mengidentifikasi perempuan 

dan anak perempuan sebagai yang utama sasaran kekerasan seksual. Selain itu 

juga komitmen terhadap United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 

1325 terutama 1820, yang kemudian di tegaskan kembali dan diperluas dalam 

resolusi-resolusi berikutnya (1888, 1889, 2106, 2122, 2242) (Anne-Kathrin 

Kreft, 2017). 
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Dalam artikel ini juga memberikan bentuk kontribusi pada literatur 

empiris tentang implementasi UNSCR 1325 yaitu mengkaji bahasa gender 

dalam mandat PKO (Anne-Kathrin Kreft, 2017). Mandat UNPKO dibuat dan 

sifat penjaga perdamaian yang konsensual serta sejumlah aktor yang terlibat. 

Yang terlibat yakni, Security Council (SC) yang menyetujui mandat tersebut, 

tetapi juga aktor negara lainnya, aktor regional dan pemerintah serta pihak yang 

berkonflik. Hal yang dapat mempengaruhi isi sebuah mandat ialah hubungan 

yang ada di antara aktor yang terlibat dalam menyusun sebuah mandat.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data 

yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti dengan berlandaskan 

teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

untuk menyelesaikan gender mainstreaming ialah dengan memperkuat norma-

norma dan partisipasi perempuan dengan menekankan universalitas mereka 

dalam semua konteks pasca-konflik. Perbedaan penelitian ini dengan yang 

peneliti tulis yakni pada penggunaan mandat yang tidak hanya satu, melainkan 

beberapa mandat lainnya. Penelitian ini hanya akan melian interpretasi dari 1 

mandat yang mana digunakan juga oleh peneliti di dalam penulisan ini. Namun, 

lebih lanjut peneliti akan memaparkan mandat lainnya yang juga turut berperan 

andil dalam penelitian yang peneliti susun.   

Ketiga, jurnal dengan judul “What Explains The Variation in Sexual 

Exploitation and Abuse Allegations in UN Peacekeeping Missions? A Case 

Study on Mali and the Central African Republic” yang ditulis oleh Kristen 

Mullin. Kasus mengenai Sexual Exploitation and Abuse (SEA) oleh UNPKO 

pertama kali yang secara terang-terangan menjadi perhatian oleh masyarakat 

internasional di dalam pelanggaran yang didokumentasikan dalam UNPKO di 

Kamboja dan Somalia pada awal 1990-an (Kristen Mullin, 2019). Sejak saat itu, 

sebagian besar misi UNPKO menghadapi banyak tuduhan mengenai SEA yang 

dilakukan oleh penjaga perdamaian. Isu tersebut menjadi berita utama 

internasional kembali pada tahun 2004 di United Nations Mission in the 

Democratic Republic of the Congo (MONUC), sehingga memicu pengawasan 

internasional dalam penjaga perdamaian (Kristen Mullin, 2019). Operasi 

penjaga perdamaian yang saat ini disebut dengan “multi-dimensi” yang lebih 
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berfokus pada strategi intervensi konflik multilateral yang lebih luas yang 

mengintegrasikan non-militer yang komprehensif dengan misi penjaga 

perdamaian internasional. Tidak hanya memberikan dukungan militer saja, 

tetapi misi penjaga perdamaian juga memberikan pembangunan dan bantuan 

kemanusiaan.  

Menurut artikel ini “SEA perempuan dan anak-anak oleh UNPKO tidak 

hanya tercela secara moral tetapi juga melanggar hubungan kepercayaan antara 

penjaga perdamaian dan penduduk sipil yang harusnya datang di wilayah 

konflik untuk melindungi” (Kristen Mullin, 2019). Dikarenakan dari 14 operasi 

penjaga perdamaian saat ini, hanya separuh dari misi yang memiliki 

perlindungan warga sipil atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai 

mandat prioritas utama. SEA dalam konteks pasukan keamanan mungkin 

merupakan gejala utama maskulinitas militer yang didefinisikan sebagai bentuk 

maskulinitas agresif yang dibutuhkan agar budaya prajurit berkembang. Di 

MINUSCA memiliki jumlah SEA yang banyak yaitu sekitar 110 kasus. Salah 

satu penyebab utama variasi di SEA oleh UNPKO yang telah diidentifikasi 

bahwa tingkat Troop Contributing Countries (TCC) yang tinggi dengan tingkat 

kesetaraan gender yang rendah lebih memungkinkan untuk terjadinya SEA 

(Kristen Mullin, 2019).  

Selain itu juga terdapat adanya bukti dengan hadirnya penjaga 

perdamaian perempuan dapat mengurangi kejadian SEA oleh UNPKO. 

Menggunakan data dari PBB, bahwa misi yang proporsi dengan penjaga 

perdamaian perempuan lebih banyak cenderung memiliki tingkat tuduhan SEA 

lebih rendah. Sesuai dengan UNPKO, perlunya pengarusutamaan gender dari 

misi ini sering dibahas sebagai metode untuk dapat mengurangi SEA. Yang 

paling penting ialah dengan meningkatkan jumlah perempuan yang bertugas di 

UNPKO.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data 

yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti dengan berlandaskan 

teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

untuk kepercayaan antara pasukan penjaga perdamaian dan penduduk lokal 

yang disebabkan oleh SEA bisa saja menjadi perusak keberhasilan misi karena 
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penduduk lokal menjadi kurang bersedia untuk terlibat dengan operasi. 

Perbedaan pada penelitian ini dan yang peneliti susun yakni pada bagian SEA. 

Jika pada penelitian ini akan melihat secara detail mengenai SEA, maka peneliti 

akan menggunakan faktor lain untuk melihat bagaimana kekerasan seksual di 

wilayah konflik UNPKO.  

Keempat, merupakan jurnal dengan judul “Agents of Change? Gender 

Advisors in NATO Militaries” yang ditulis oleh Megan Bastick dan Claire 

Duncanson. Jurnal ini berisikan mengenai pengalaman Gender Advisors (GA) 

di North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan mitra militer dan apakah 

dapat berkontribusi pada seorang feminis sebagai visi perdamaian dan 

keamanan. Tugas Ga ialah memungkinkan militer menanggapi tuntutan untuk 

melindungi perempuan dan anak perempuan dari bahaya konflik bersenjata, 

untuk menjamin partisipasi perempuan dalam upaya membangun perdamaian 

dan keamanan, serta untuk mendukung kesetaraan gender dengan kekuatan 

mereka sendiri (Megan Bastick and Claire Duncanson, 2018). 

United Nations Security Council (UNSC) pada saat penelitian, 

mengadopsi delapan UNSCR mengenai WPS, mendefinisikan apa yang disebut 

dengan ‘Agenda WPS’ (Megan Bastick and Claire Duncanson, 2018). 

Meskipun luas, namun tujuan dari agenda tersebut ialah untuk memperkuat 

perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual dan 

bentuk kekerasan lainnya yang terkena dampak konflik. Terdapat juga 

serangkaian komitmen yang berkaitan dengan proses bantuan dan pemulihan 

untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mendorong 

partisipasi perempuan. UNPKO telah memiliki penasehat gender sejak tahun 

2000, namun masih berbentuk secara tradisional warga sipil yang bekerja sama 

dengan unsur-unsur HAM. Peran GA ialah untuk memastikan gratifikasi dan 

pemahaman bersama mengenai UNSCR 1325 dan dimensi gender untuk 

memberikan ilmu penting mengenai UNSCR 1325 (Megan Bastick and Claire 

Duncanson, 2018). Salah satu bentuk tanggung jawab dari GA ialah mereka 

diharuskan untuk membantu komandan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi operasi, masukan dan ulasan, perspektif gender dan juga penilaian 

terhadap pelaksanaan UNSCR 1325. 
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Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kualitatif deskriptif 

melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti dengan 

berlandaskan teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa GA merupakan salah satu upaya untuk memaksa adanya 

celah dalam perubahan, mengadaptasi strategi, mempertahankan komitmen 

dalam menanggulangi Sexual Violence (SV). GA memiliki potensi perubahan 

di dalam militer serta di dalam operasinya untuk mendapatkan adanya 

keselarasan yang lebih baik mengenai WPS dan memperhatikan dinamika 

kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan 

yang peneliti tulis adalah bentuk serta tugas. Bentuk GA yang di penelitian ini 

hanya menggunakan 1 mandat yakni Resolusi 1325, sedangkan peneliti 

menggunakan beberapa mandat lainnya. Serta tugas yang peneliti susun 

mendapatkan berbagai sumber sehingga, tugas gender adviser yang peneliti 

susun lebih detail dan jelas tidak hanya merujuk pada kekerasan seksual saja.  

Kelima, merupakan jurnal dengan judul “Women, Peace and Security 

Mandates for UN Peacekeeping operations :Assessing Influence and Impact” 

dengan peneliti bernama Lisa Sharland. Standar praktek UNSC untuk 

memasukkan bahasa mengenai WPS dalam mengadopsi otoritas mandatnya dan 

juga untuk memperbarui penyebaran misi UNPKO. Isi mandat saat ini berisikan 

mengenai misi untuk mendorong peran perempuan dalam pencegahan konflik, 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian dan proses kehidupan 

politik, melindungi perempuan dari kekerasan fisik dan menjunjung tinggi 

HAM, dan mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender. Hal ini dapat 

mencerminkan bahwa dewan lebih komprehensif mengenai pemahaman yang 

mendalam tentang perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan agenda 

dari WPS.  

Mandat UNPKO juga meliputi tentang bagaimana sebuah misi dapat 

memenuhi tujuan WPS melalui susunan dan sumber daya yang ada. Selain itu, 

juga mendorong peningkatan jumlah perempuan yang ikut serta dalam misi, 

meminta penyebaran sumber daya khusus untuk perempuan seperti penasihat 

perlindungan dan penasihat gender, dan mengarahkan sekretaris jenderal untuk 

melaporkan pelaksanaan mandat di aspek WPS (Lisa Sharland, 2021). Maka, 
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misi UNPKO telah menjadi mekanisme yang penting dalam mewujudkan 

secara nyata agenda WPS. Terlepas dengan adanya pengembangan dari mandat 

UNPKO, negosiasi di UNSC mengenai penyertaan WPS di dalam mandat 

UNPKO cukup pelik. Karena diantara negara anggota dan anggota pilihan 

lainnya memiliki berbeda pandangan. Selain itu, belum jelas yang lebih detail 

atau yang ‘lebih kuat’ di WPS dalam mandat yang telah menjadi perubahan 

dalam misi UNPKO. Bahasa yang dimaksud dalam mandat bahkan dapat 

melanggengkan stereotip, termasuk dengan asumsi bahwa setiap perempuan 

yang mengenakan seragam bertanggung jawab untuk melaksanakan WPS ini 

yang mana dengan adanya stereotip tersebut dapat menyebabkan terbatasnya 

akses perempuan di misi UNPKO dan menjadi makin membebani mereka (Lisa 

Sharland, 2021).  

Dalam Declaration of Shared Commitments bersama dengan Action for 

Peacekeeping (A4P) telah mencapai lebih dari 150 negara anggota dan 

organisasi regional telah sepakat “secara kolektif” berkomitmen untuk 

melaksanakan agenda Women, Peace and Security dengan isi sebagai berikut : 

(1) “memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara penuh, setara, dan 

bermakna di semua tahap proses perdamaian”; (2) “mengintegrasikan 

perspektif gender secara sistematis ke dalam tahap analisis, perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan”; (3) “meningkatkan jumlah perempuan warga sipil 

dan perempuan berseragam dalam misi UNPKO di semua tingkatan dan di 

posisi penting”; dan (4) “menekankan perlindungan perempuan dan anak-anak 

sebagai bagian dari pendekatan pemeliharaan perdamaian untuk perlindungan” 

(Lisa Sharland, 2021). Mandat misi UNPKO juga saat ini memasukkan bahasa 

pada peran terhadap tuan rumah dalam menolak, mencegah dan menanggapi 

kekerasan seksual dan berbasis gender. Salah satunya yaitu mandat misi 

UNPKO di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) “menyerukan kepada semua 

pihak yang konflik bersenjata untuk mengakhiri kekerasan seksual dan berbasis 

gender [dan] selanjutnya meminta otoritas CAR untuk segera menyelidiki 

dugaan pelanggaran untuk melawan impunitas dari mereka yang bertanggung 

jawab atas tindakan hal tersebut” (Lisa Sharland, 2021). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data yang telah dikumpulkan 
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kemudian diolah oleh peneliti dengan berlandaskan teori-teori dan konsep yang 

digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya kemajuan selama 

dua puluh tahun terakhir yang lebih komprehensif mengenai WPS sebagai 

bagian dari mandat penjaga perdamaian. UNSC memiliki peran yang 

berpengaruh dalam membentuk harapan misi UNPKO ketika mengintegrasikan 

WPS di seluruh fungsi kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti 

adalah di bagian penggunaan mandat WPS sebagai salah satu alat untuk 

menjabarkan permasalahan yang ada di MINUSCA.  

Kelima penelitian terdahulu di atas membahas mengenai gender dan 

juga UNPKO dari berbagai jenis dan bidangnya masing-masing. Penelitian 

yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bagaimana respon dan tindakan 

berbagai pihak dalam membaca kondisi di wilayah konflik dan juga untuk 

menangani permasalahan ini khususnya di bagian gender. Jika di penelitian 

terdahulu rata-rata menggunakan kontribusi dari pemerintah dan pasukan 

UNPKO, maka peneliti menggunakan peran dari gender adviser, pemerintah, 

pasukan UNPKO serta sipil untuk berkontribusi dalam misi MINUSCA. 

Penelitian terdahulu juga rata-rata menggunakan UNPKO, namun dalam 

penelitian ini menggunakan UNPKO sebagai organisasi internasional yang 

menaungi MINUSCA dalam penyelesaian konflik. Penggunaan Resolusi 1325 

dalam kelima penelitian sebagai dasar penelitian juga akan digunakan dalam 

penelitian ini serta bentuk realisasi atas Resolusi 1325 di MINUSCA. Dari 

kelima penelitian tersebut juga tertera beberapa bentuk kasus kekerasan seksual, 

dalam penelitian ini akan menggunakan konsep gender mainstreaming. Jumlah 

korban yang tertera pada penelitian terdahulu berupa jumlah korban secara 

menyeluruh  sehingga, peneliti olah sehingga korban tersebut telah 

teridentifikasi menjadi umur dan jenis kelamin. 
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implementasi 
terhadap 
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perdamaian.  

Berfokus pada 

permasalahan 

Sexual Exploitation 
and Abuse yang 

terjadi di Mali dan 

the Central African 
Republic yang 

dilakukan oleh 

anggota UNPKO 
serta peran 

perempuan di 

wilayah konflik 
tersebut.  

Berfokus pada 

pentingnya agenda 
WPS untuk 

melindungi 

perempuan dan 
mendorong 

partisipasi mereka 

di zona konflik 
berkontribusi pada 

organisasi 

internasional. 

Berfokus pada 
penginterpretasian dari 

Resolusi 1325 dan 

bagaimana otoritas 
mandatnya di wilayah 

konflik. 

Teori/ 

Konsep 

Gender, UNPKO, 

Gender 

Mainstreaming 

Gender, 

UNPKO, 
Gender 

Mainstreaming 

UNPKO, 

SEA 

 

WPS, 
UNPKO 

UNPKO, 

WPS 

 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini 
berfokus pada 

gender 
mainstreaming 

yang terjadi di 

MINUSCA. 

Penelitian ini 
berfokus pada 

penginterpretasi
an isi dari 

Resolusi 

UNSCR 

Penelitian ini 

berfokus pada kasus 
SEA yang terjadi di 

wilayah konflik.  

Penelitian ini 

berfokus pada data 
yang berisikan 

pengidentifikasian 

perempuan 
sebagai komunitas 

dan mendorong 
perempuan untuk 

bergabung dengan 

pasukan 
keamanan.  

Penelitian ini berfokus 

pada penjabaran isi 
Resolusi UN yang 

berkaitan dengan WPS.  

Kesimpulan  

Menurut peneliti 

penggabungan 

perspektif gender 

dengan norma 

PBB di misi 
UNPKO menjadi 

satu-satunya cara 

untuk mengatasi 
gender 

mainstreaming 

yang terjadi di 
wilayah konflik.  

Menurut 

peneliti perlu 

adanya 
mencermati 

sejauh mana 

tema akan 
gender 

mainstreaming 

dalam 
manajemen 

UNPKO.  

Peneliti mengklaim 

bahwa kedekatan 
antara pasukan 

penjaga perdamaian 

dan penduduk lokal 
merupakan faktor 

yang berkontribusi 

terhadap terjadinya 
SEA. 

Peneliti 

menyatakan 

bahwa peran 
penasihat gender 

militer di wilayah 

konflik bisa 

berdampak 

dengan 2 yang 

pertama ialah 
keberhasilan 

dengan 

berkurangnya 
kasus atau yang 

kedua makin 

banyaknya kasus 
karena tidak 

adanya batasan 

antara anggota 
UNPKO dan 

penduduk lokal.  

Peneliti menyatakan 
bahwa walaupun 

terdapat adanya 

kemajuan selama dua 

puluh tahun terakhir 

dalam memajukan 

agenda WPS, namun 
masih perlu adanya 

evaluasi serta perlunya 

mengatasi stereotip 
yang tidak akurat 

mengenai peran dan 

kontribusi perempuan 
berseragam untuk 

bertugas di wilayah 

konflik.  

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu 
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2.2 Landasan Konseptual 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

kerangka analitis, yang mana terdiri dari konsep gender mainstreaming, 

gender adviser dan peacekeeping operations.  

2.2.1 Gender Mainstreaming  

Mieke Verloo mendefinisikan gender mainstreaming sebagai 

(kembali) pengorganisasian, perbaikan, pengembangan dan evaluasi 

proses kebijakan, sehingga perspektif gender equality dimasukkan 

dalam semua kebijakan di semua tingkatan di semuua tahap, dengan 

aktor yang biasa terlibat dalam pembuatan kebijakan (Walby, 2005). 

Berbeda dengan Dewan Eropa mengenai gender equality menyiratkan 

bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki bukanlah penghalang penting 

untuk tercapainya equality. Menurut Dewan Eropa, gender equality 

berarti keterlihatan, pemberdayaan dan partisipasi kedua jenis kelamin 

di semua bidang publik dan swasta kehidupan, gender equality artinya 

menerima dan menghargai secara setara perbedaan perempuan dan laki-

laki dan beragam peran yang mereka mainkan dalam masyarakat 

(Walby, 2005). Pendekatan gender mainstreaming adalah usaha untuk 

melembagakan kesetaraan dengan menanamkan praktik dan norma peka 

gender dalam struktur, proses, dan lingkungan kebijakan publik. (Daly, 

2005). Salah satu pola yang cukup kuat adalah negara-negara 

menyebarkan tanggung jawab gender di seluruh unit atau departemen.  

Definisi lainnya dari gender mainstreaming adalah kebutuhan, 

baik teknis maupun proses politik. Hal tersebut memerlukan pergeseran 

dalam budaya organisasi dan cara berpikir serta dalam tujuan, alasan, 

struktur dan alokasi sumber daya oleh organisasi. Hal ini mendorong 

upaya untuk memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk 

merumuskan kepentingan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan proses keputusan. Oleh karena itu, elemen kunci 

dalam gender mainstreaming adalah bahwa harus ada pergeseran 

kuantitatif aspek partisipasi baik laki-laki maupun perempuan ke aspek 

yang lebih transformatif. Hal ini tidak hanya tentang mempengaruhi 
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intervensi praktis, namun juga untuk mendorong mempengaruhi visi, 

misi, mandat, kebijakan, strategi dan rutinitas, struktur organisasi, 

proses, prosedur, institusi dan budaya (Okumu, 2012).  

Menurut PBB (2002), gender mainstreaming adalah proses 

menilai implikasi peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat 

dengan bertujuan untuk mengembangkan legislasi, kebijakan atau 

program di sejumlah bidang dan tingkatan (Andiara Valloni dos Santos, 

2020). Hal ini merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan gender di 

semua bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Definisi lain 

dari gender mainstreaming yang disepakati Economic and Social 

Council (ECOSOC) 1997/2 adalah proses penilaian implikasi bagi 

perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, 

termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di semua bidang dan 

di semua tingkatan (Gender Chemicals, 2016). Gender mainstreaming 

mensyaratkan bahwa prioritas, kebutuhan, dan kontribusi perempuan 

dan laki-laki secara eksplisit dipertimbangkan dalam semua 

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan intervensi pembangunan, 

untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan (UN 

Women, 2021). 

Prinsip utama gender mainstreaming yaitu berfokus pada 

pencapaian tujuan kesetaraan gender; strategi tersebut relevan untuk dan 

harus digunakan di semua sektor dan bidang kebijakan; strategi tersebut 

membutuhkan perhatian eksplisit baik perempuan maupun laki-laki dan 

identitas yang beragam untuk memastikan bahwa mereka dapat 

berpartisipasi, mempengaruhi, dan mendapat manfaat dari kebijakan 

dan praktik pembangunan, dan implementasi yang berhasil 

mensyaratkan bahwa pengetahuan, perhatian, prioritas, pengalaman, 

kapasitas dan kontribusi perempuan, laki-laki, dan orang-orang yang 

beragam gender dijadikan bagian yang eksplisit dan integral dari semua 

proses kebijakan dan perencanaan, untuk menginformasikan dan 

mempengaruhi arah pembuatan kebijakan, perencanaan dan hasil (UN 

Women, 2021). Gender mainstreaming telah dianut secara internasional 
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sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini 

melibatkan integrasi perspektif gender ke dalam persiapan, desain, 

implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, langkah-langkah 

pengaturan dan program pengeluaran, dengan pandangan untuk 

mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta 

memerangi diskriminasi (European Institute for Gender Equality, 2016). 

Tujuan dari gender mainstreaming ialah mencapai adanya 

kesetaraan gender melalui “inisiatif untuk memungkinkan perempuan 

maupun laki-laki untuk merumuskan dan mengekspresikan pandangan 

mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua 

masalah” (European Institute for Gender Equality, 2016). Menurut 

ECOSOC 1997, tujuan akhirnya dari gender mainstreaming adalah 

untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender mengacu pada 

persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan 

laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki (OIOS, 2019). 

Kesetaraan gender atau gender equality menunjukkan kesetaraan dalam 

hasil hidup bagi perempuan dan laki-laki, mengakui kebutuhan, 

preferensi dan minat mereka yang berbeda dan membutuhkan 

redistribusi kekuasaan dan sumber daya (Waal, 2010).  

Gender mainstreaming dan kesetaraan gender adalah dua strategi 

yang digunakan oleh PBB untuk mencapai tujuan menyeluruh 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Gender 

mainstreaming adalah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan 

pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari 

desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program 

(OIOS, 2019). Mandat bagian gender yang didefinisikan oleh UNSCR 

2552, yang dalam paragraf 44 menyerukan bahwa MINUSCA untuk 

“memperhatikan sepenuhnya masalah gender dalam semua aspek 

mandatnya dan untuk membantu otoritas CAR untuk memastikan 

sepenuhnya partisipasi, kontribusi dan keterwakilan perempuan yang 

setara dan efektif, termasuk penyintas kekerasan seksual, disemua 

bidang dan disemua tingkatan termasuk dalam proses politik dan 
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rekonsiliasi dan dalam pelaksanaan perjanjian damai, kegiatan 

stabilisasi, keadilan transisi, pekerjaan peradilan pidana khusus dan 

komisi kebenaran, keadilan, reparasi dan rekonsiliasi, reformasi dan 

pelucutan senjata sektor keamanan, kegiatan demobilisasi, reintegrasi 

dan repatriasi, serta persiapan pemilu termasuk melalui penyediaan 

gender adviser” (United Nations Peacekeeping , 2019). Ketika 

mengembangkan strategi gender mainstreaming tertentu, maka penting 

untuk memperhatikan definisi lain, misalnya gender mainstreaming 

adalah pengorganisasian, perbaikan, pengembangan dan evaluasi proses 

kebijakan, sehingga perspektif kesetaraan gender dimasukkan dalam 

semua kebijakan di semua tingkat dan di semua tahap.  

Menurut Väyrynen (2004), diskusi mengenai perempuan dan 

konflik telah terjadi sejak lama, seperti dalam “Convention of the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” (1979), 

the “Declaration on the Elimination of Violence Against Women” 

(1993), dan the “Declaration Platform for Action at Beijing” (1995). 

Budaya ini juga disahkan dalam persetujuan Resolusi PBB 1325 (2001) 

tentang Women, Peace and Security. Resolusi tersebut merupakan 

“kejadian penting”, karena memasukkan perempuan sebagai bagian dari 

integral dari angkatan bersenjata di wilayah konflik, tidak direduksi 

menjadi korban atau “kelompok rentan”. Sebaliknya, Resolusi 1325 ini 

menggambarkan bahwa perempuan sebagai protagonis dalam sebuah 

tahap proses membangun perdamaian : pengambilan keputusan, 

pencegahan konflik, resolusi dll (United Nations Peacekeeping , 2019). 

Instrumen-instrumen ini akan memberikan kerangka kerja yang luas 

bagi upaya untuk gender adviser dan GFP dalam memasukkan 

perspektif gender dalam misi pemeliharaan perdamaian serta 

mempromosikan keseimbangan gender di antara personil penjaga 

perdamaian dan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam 

struktur transisi di negara tuan rumah (United Nations, 2008). 

Melalui resolusi 1325 dan mandat WPS lainnya, PBB mengklaim 

bahwa dengan menggabungkan perspektif gender dan UNPKO dengan 
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cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua proses 

pembangunan perdamaian dan untuk mengatasi kekhawatiran tentang 

kerentanan yang tidak proporsional dari perempuan dan anak 

perempuan dalam kenyataan setelah konflik (United Nations, 2008). 

Perspektif ini tidak hanya dalam bentuk memasukkan peran perempuan 

dalam UNPKO di tiap tingkatan, tetapi juga dengan memasukkan isu-

isu gender dalam segala rutinitas dan operasi UNPKO : polisi, militer 

dan sipil.   

Gender mainstreaming adalah strategi inklusif yang bertujuan untuk 

mengintegarsikan kebutuhan seluruh pihak. Hal ini juga berdasarkan 

dari fakta bahwa perempuan mewakili lebih dari setengah populasi di 

sebagian masyarakat. Gender mainstreaming adalah strategi untuk 

meningkatkan kualitas kebijakan publik, program dan proyek, 

memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Hasil yang lebih baik 

berarti adanya peningkatan kesejahteraan bagi perempuan dan laki-laki, 

dan penciptaan masyarakat yang lebih adil secara sosial dan 

berkelanjutan.  

Konsep Gender mainstreaming  akan diaplikasikan pada penelitian 

ini untuk menjawab pertanyaan penelitian. Konsep ini sebagai salah satu 

bentuk bukti bahwa UN telah memasukkan nilai-nilai gender dalam 

setiap operasinya untuk mencapai perdamaian dan kesetaraan gender. 

Karena dari beberapa paparan yang sudah tertera diatas, UN telah 

menetapkan bahwa setiap operasi yang dilakukan harus memasukkan 

mandat WPS. Penggunaan konsep ini akan digunakan sebagai untuk 

menjelaskan gender mainstreaming yang terjadi di MINUSCA. Serta 

penggunaan gender mainstreaming sebagai landasan meneliti untuk 

melihat bagaimana peran gender  adviser dalam menangani gender 

mainstreaming di MINUSCA.  
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2.2.2  Peacekeeping Operations  

Peacekeeping adalah teknik yang dirancang untuk menjaga 

perdamaian, betapapun rapuhnya, di mana pertempuran telah 

dihentikan, dan untuk membantu dalam mengimplementasikan 

kesepakatan yang telah dicapai oleh para pembuat perdamaian. 

Pemeliharaan perdamaian telah berkembang dari model militer yang 

terutama mengamati gencatan senjata dan pemisahan kekuatan setelah 

peran antar negara, untuk menggabungkan model kompleks dari banyak 

elemen -  militer, polisi dan sipil – bekerja sama untuk membantu 

meletakkan dasar untuk perdamaian yang berkelanjutan (United 

Nations, 2008). PKO pada prinsipnya dikerahkan untuk mendukung 

pelaksanaan gencatan senjata atau perjanjian damai, mereka akan 

diminta untuk memainkan peran aktif upaya perdamaian dan mungkin 

juga terlibat dalam kegiatan pembangunan perdamaian awal.  

PKO didirikan untuk mengerahkan ‘kehadiran UN di lapangan, 

sampai sekarang dengan persetujuan semua pihak yang terkait sebagai 

tindakan membangun kepercayaan diri untuk mencapai kesepakatan 

gencatan senjata antar pihak, sementara para diplomat berusaha untuk 

menegosiasikan perdamaian yang tidak dipahami atau pejabat yang 

berusaha untuk menerapkan perdamaian yang disepakati (Doyle, 2009). 

Dengan kata lain gagasan PKO adalah upaya terbaik yang dilakukan 

organisasi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional 

bagi hubungan yang muncul dari konflik (Curran, 2015). Selama 

penjaga UNPKO ini berevolusi, terkadang mengalami keberhasilan, 

terkadang tidak berhasil dan akan terus berkembang untuk 

mengembangkan mandat baru dan teknik operasional dalam 

menanggapi lingkungan politik dan fisik yang semakin kompleks di 

wilayah konflik. Peacekeeping adalah mekanisme yang diadopsi oleh 

PBB untuk manajemen konflik. Selalu melibatkan interposisi kekuatan 

antara pihak-pihak yang bertikai. Peacekeeping adalah operasi yang 

intinya untuk mempertahankan gencatan senjata (Badmus, 2019). 
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Transformasi lingkungan internasional telah melahirkan generasi 

baru dari PKO yakni multi-dimensi. Operasi-operasi ini biasanya 

dilakukan setelah konflik internal yang penuh kekerasan dan berbahaya 

dan dapat menggunakan gabungan kemampuan militer, polisi dan sipil 

untuk mendukung pelaksanaan perjanjian perdamaian yang 

komprehensif. Fungsi inti dari UNPKO Multidimensi adalah (United 

Nations, 2008) : 

1) Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil sekaligus 

memperkuat kemampuan negara untuk memberikan keamanan, 

dengan menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia; 

2) Memfasilitasi proses politik dengan mempromosikan dialog dan 

rekonsiliasi dan mendukung pembentukan lembaga pemerintahan 

yang sah dan efektif; 

3) Menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa semua UN 

dan aktor internasional lainnya mengejar kegiatan di tingkat negara 

dengan cara yang koheren dan terkoordinasi.  

UNPKO multidimensi ini memiliki peran yang penting dalam 

mengamankan proses perdamaian, dan memastikan bahwa kemanusiaan 

dan pembangunan mitra bekerja dalam lingkungan yang aman. 

Sebagian besar UNPKO multidimensi telah diberi mandat oleh DK PBB 

untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik. 

Perlindungan warga sipil membutuhkan tindakan bersama dan 

terkoordinasi di antara komponen militer, polisi dan sipil dari UNPKO 

dan harus dimasukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

inti. 

PKO kontemporer secara luas mencerminkan keamanan manusia 

secara umum serta melepas “konsepsi sempit” keamanan manusia pada 

khususnya (Nations, 2008). Laporan Brahimi dari Panel Tentang 

Operasi Perdamaian PBB menyatakan bahwa untuk mendorong 

pengembangan struktur PBB, kebijakan dan juga dalam praktiknya 

untuk memenuhi tuntutan baru dari lingkungan konflik yang 

kontemporer. Selain itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan dua 
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resolusi yang isinya mengenai ancaman terhadap penduduk sipil selama 

terjadinya internal konflik (Resolusi 1265 pada 17 September 1999 dan 

Resolusi 1296 pada 19 April 2000) (Nations, 2008). Setelah adanya 

kedua resolusi tersebut, Sekretaris Jenderal Annan melihat dampak dari 

Resolusi tersebut, maka dari itu Sekretaris Jenderal Annan menyatakan 

bahwa mereka “menandai tonggak penting, mencerminkan komitmen 

komunitas internasional yang semakin besar untuk mengatasi 

penderitaan tragis warga sipil yang terjebak dalam situasi konflik 

bersenjata”. Mengenai hal itu, perihal bentuk kecil dari keamanan 

manusia menyebabkan PKO memiliki keterkaitan dengan proyek 

normatif yang lebih luas seperti Protection of Civilians (POC) dan the 

Responsibility to Protect (R2P), yang dianggap sebagai alat yang 

diperlukan untuk menghadapi dan mencegah massa dari kekejaman 

kejahatan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap manusia 

ataupun segala permasalahan umum dalam keadaan dimana telah terjadi 

kerusakan yang mendasar dalam kemampuan pemerintah untuk secara 

tanggap dan efektif untuk mengatur dan melindungi penduduknya 

(United Nations, 2008). 

Konsep PKO akan diaplikasikan pada penelitian ini untuk 

membantu menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menilai, sebagai 

salah satu aktor yang berperan dalam wilayah konflik untuk 

menciptakan adanya perdamaian, maka peran dari PKO ini sangat 

memiliki kontribusi penting dalam membantu negara yang berkonflik 

untuk mencapai adanya perdamaian. Karena PKO ini memiliki mandat 

yang mana menjadi tolak ukur dalam menciptakan sebuah perdamaian 

akan tercipta. Peranan anggota PKO menjadi jembatan bagi Negara dan 

juga aktor non-negara dapat bersatu untuk membantu menciptakan 

perdamaian. Peran UNPKO dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan 

peran dari gender  adviser serta, upaya apa saja yang dilakukan oleh 

anggota tersebut di wilayah konflik khususnya di MINUSCA untuk 

mencapai adanya perdamaian.  
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Di dalam PKO, terdapat gender section yang di dalamnya terdapat 

sebuah struktur yang merupakan salah satu yang akan berperan dalam 

penelitian ini. Gender adviser menjadi salah satu pihak yang membantu 

dalam gender section tersebut. Penggunaan gender adviser berkaitan 

dengan dorongan upaya menangani gender mainstreaming di 

MINUSCA. Pada misi ini, penggunaan perspektif gender menjadi salah 

satu fokus yang akan menjadi upaya dari PKO. MINUSCA merupakan 

salah satu misi yang multidimensional. Misi ini akan memasukkan 

perspektif gender, untuk mendorong upaya misi ini akan memastikan 

bahwa pelaksanaan penggunaan perspektif gender akan 

dipertimbangkan dalam setiap strategi. MINUSCA menerapkan struktur 

di mana gender adviser melapor langsung ke SekJen dan menghadiri 

pertemuan manajemen senior. Ini akan memberikan kesempatan kepada 

gender adviser untuk memberi nasihat tentang hal-hal yang terkait 

dengan gender dan untuk berkontribusi pada keputusan manajemen 

senior. Menurut UNSCR 2387 pada tahun 2017 mengamanatkan 

MINUSCA untuk memfokuskan komitmen pada isu-isu perempuan, 

perdamaian, dan keamanan dengan penekanan pada : memastikan 

partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan politik di tingkat 

nasional dan lokal; dan memperkuat akuntabilitas terhadap keamanan 

dan perlindungan perempuan khususnya dari kekerasan berbasis gender 

dan seksual terkait konflik (OIOS, 2019). 

Gender adviser memiliki tugas untuk menciptakan komponen 

gender dalam misi dengan cara memastikan bahwa perempuan dan anak 

perempuan dilibatkan dalam semua operasinya, mempromosikan 

partisipasi politik mereka dan memberikan perlindungan. Mereka juga 

bertanggung jawab untuk memberikan panduan strategis untuk 

mendukung implementasi perspektif di semua komponen misi serta 

mendukung petugas gender di titik fokus dan personel pelatihan. 

MINUSCA memiliki gender adviser yang tergabung di dalam 

Gender adviser Unit (GAU). GAU  memiliki tanggung jawab untuk : 

(a) memberi nasihat kepada Wakil Khusus Sekjen dalam 
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mempromosikan, memfasilitasi dan mendukung gender mainstreaming 

dan kesetaraan gender; (b) memberi dukungan terhadap pelaksanaan 

dan pemantauan responsif gender di seluruh 72 

pilar/divisi/kantor/bagian/unit misi termasuk 12 kantor lapangan; (c) 

membangun kapasitas dan mentransfer pengetahuan untuk memastikan 

kegiatan misi responsif gender; dan (d) bekerja sama dengan dana dan 

program PBB lainnya untuk mendukung pemerintah tuan rumah dan 

penduduk lokal. Unit ini akan dipimpin oleh gender adviser di tingkat 

P-4 yang melapor langsung ke Sekjen. Unit ini memiliki delapan staf 

yang terdiri dari dua staf internasional dan empat staf nasional dan dua 

sukarelawan PBB (OIOS, 2019). 

Tujuan utama gender adviser atau GFP di semua misi ialah untuk 

mempromosikan dan mendukung pendekatan sensitif gender untuk 

pelaksanaan misi yang ada di mandat, sejalan dengan arahan kebijakan 

DPKO untuk kesetaraan gender dalam UNPKO (OIOS, 2019). Secara 

umum, gender adviser atau GFP bukanlah aktor yang melaksanakan 

atau pembuat program itu sendiri. Gender adviser dan GFP akan 

memfasilitasi untuk mencapai gender dari mandat dan resolusi yang 

telah ditetapkan. Memfasilitasi dalam membangun kemitraan kerja 

dalam misi dan dengan badan PBB, pemerintah nasional dan non-

organisasi pemerintah (LSM).  

MINUSCA menerapkan struktur di mana gender adviser 

melaporkan langsung ke SekJen dan menghadiri pertemuan manajemen 

senior. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada gender adviser 

untuk memberi nasihat tentang hal-hal yang terkait dengan gender dan 

untuk berkontribusi pada keputusan manajemen senior. Gender adviser 

juga ditugaskan untuk meninjau perumusan results-based budgeting 

(RBB) dan laporan kemajuan kinerja RBB dua kali setahun untuk 

memastikan perspektif gender dimasukkan dan diterapkan serta juga 

untuk meninjau dan memasukkan perspektif gender dalam semua 

operasi (OIOS, 2019). 
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Konsep gender adviser akan diaplikasikan pada penelitian ini 

untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menilai, 

bahwasannya gender adviser merupakan poin penting dalam penelitian 

ini. Karena akan dijadikan sebagai inti dari penelitian. Gender adviser 

sendiri merupakan perantara dalam menyelesaikan kasus gender 

mainstreaming yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga 

kontribusi dari gender adviser merupakan salah satu kunci untuk 

mencapai adanya kesetaraan gender. Peranan gender adviser sebagai 

perantara akan menjembatani pihak-pihak seperti pemerintah, LSM, dan 

pihak lain untuk mencapai kesetaraan gender. Sehingga peran gender 

adviser akan menjelaskan tugas mereka dalam menangani permasalahan 

gender mainstreaming di MINUSCA.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran untuk 

mempermudah dalam menjelaskan mengenai permasalahan dalam 

penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui peran gender  adviser 

dalam menangani gender mainstreaming di MINUSCA, dan melihat 

apa tindakan yang dilakukan oleh penasihat gender militer dalam 

membantu menangani masalah ini.  

Peneliti akan dibantu dengan menggunakan konsep yang akan 

dijabarkan dalam kerangka pikir. Dengan adanya berbagai kasus gender 

mainstreaming, maka peneliti menggunakan konsep UNPKO dan 

konsep gender mainstreaming. Hal ini dilakukan untuk melihat hal yang 

dilakukan oleh anggota UNPKO dalam menangani masalah gender 

mainstreaming lalu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh penasihat 

gender militer.  
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di CAR  
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Peran Gender Adviser dalam Menangani 

Gender Mainstreaming pada misi MINUSCA 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini 

merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi tindakan terperinci 

dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian dalam mengeksplorasi dan membantu untuk memahami makna yang 

oleh sejumlah individu atau kelompok dapat dianggap berasal dari sebuah 

masalah sosial serta kemanusiaan (John W. Creswell., 2013). Metode ini 

memiliki ciri khas yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi 

isu-isu yang ada dengan cara melihat dari sudut pandang partisipan dalam 

penelitian kita, memahami makna, serta yang telah diberikan oleh perilaku, 

objek dan peristiwa (Monique Hennink, 2011). Penelitian ini berupaya 

memberi penyempurnaan ide yang dapat membangun dan menghasilkan 

asumsi dengan sudut pandang yang berbeda (Neuman, 2014).  

 Data yang dikumpulkan oleh penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif akan berupa kata-kata, objek, dan bukan angka-angka. Informasi dan 

data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara interpretatif 

dan subjektif. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk memahami sebuah 

fenomena, aktivitas-aktivitas, dan proses sosial (Bakry, 2016). Data yang akan 

digunakan berasal dari laporan-laporan Sekretaris Jenderal UN. Serta melihat 

bagaimana proses gender  adviser selama proses menjalankan misinya.  
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3.2 Fokus Penelitian  

 Penelitian ini berfokus pada peran gender adviser Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) 

pada tahun 2017 sampai 2019 yang menjadi salah satu aktor yang berperan 

dalam menangani gender mainstreaming di Central African Republic (CAR).  

Fokus penelitian ini berfokus pada peran gender adviser sebagai salah satu aktor 

yang menangani permasalahan gender mainstreaming sebagai bagian dari 

pasukan perdamaian MINUSCA di CAR serta melihat faktor eksternal dan 

internal di wilayah konflik. Peneliti melihat peran yang dijalankan oleh gender 

adviser dalam penelitian ini adalah Kapten Marcia Braga dalam menangani 

permasalahan ketimpangan antara hak dan kewajiban antara perempuan dan 

laki-laki atau gender mainstreaming. Hal ini ditunjukkan dengan masih 

terdapatnya kasus kekerasan seksual, perbudakan, pernikahan dini, rendahnya 

jumlah perempuan di kursi parlemen, dan berbagai permasalahan lainnya. 

Pelaksanaan peran gender adviser yang dipilih sebagai fokus dalam penelitian 

ini yaitu mempromosikan, memfasilitasi, mendukung dan kerja sama akan 

dilihat melalui strategi gender mainstreaming yakni untuk menganalisis 

bagaimana peran gender adviser dalam menangani gender mainstreaming pada 

misi MINUSCA menggunakan konsep yang telah dipilih dalam penelitian. 

Serta faktor eksternal dan internal akan melihat bagaimana kondisi gender 

adviser dalam menangani permasalahan di wilayah konflik yang akan berguna 

untuk menganalisis kinerja gender adviser.  

  

3.3 Jenis dan sumber data 

 Jenis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan jenis 

data sekunder. Data sekunder akan diperoleh secara tidak langsung yaitu 

dengan mengumpulkan atau dengan menggunakan data-data yang sudah ada 

sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder supaya dapat 

membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu mengumpulkan 

data dan sumber pustaka yang didapatkan dan diperoleh dari jurnal yang 

membahas mengenai gender mainstreaming; United Nations Peacekeeping 
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Operations (UNPKO) sampai juga dengan jurnal yang membahas mengenai 

gender  adviser, buku yang dikeluarkan oleh berbagai peneliti yang memiliki 

keterkaitan dengan isi penelitian, artikel, penelitian terdahulu, dokumen yang 

dikeluarkan oleh Sekretaris General UN yang berisikan laporan-laporan seperti 

yang dikeluarkan oleh United Nations Office of Internal Oversight Services 

(OIOS), koran, media elektronik, buku seperti Department of Peacekeeping 

Operations (DPKO) Guidlines, berita resmi, situs-situs atau website resmi 

seperti minusca.unmissions.org, peacekeeping.un.org, globalr2p.org, 

home.crin.org, oecd-ilibrary.org, un.org, unchr.org, hdr.undp.org, unfpa.org, 

data.unwomen.org, peacemaker.un.org berbagai laman UN lainnya serta 

literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Data yang 

akan dicari merupakan data mengenai peran gender adviser dalam menangani 

gender mainstreaming pada misi MINUSCA 2017-2019. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, peneliti akan memerlukan teknik dalam proses 

pengumpulan data. Maka dari itu peneliti akan menggunakan teknik studi 

pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data melalui 

jurnal, buku, surat kabar dan artikel yang berkaitan dan memiliki relevansi 

dengan topik penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah dokumen resmi yakni seperti dokumen yang dikeluarkan oleh UN, 

dokumen sekunder yakni berupa penelitian yang telah dilakukan, dan laporan 

dari media. Hambatan pada pengumpulan dan data yang akan digunakan 

terletak pada data korban terutama pada korban kekerasan seksual yang terjadi 

karena sebagian besar korban tidak melakukan pelaporan atau banyak yang 

tidak teridentifikasi sesuai dengan jenis kelamin.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan cara 

kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data akan 

menggunakan proses menyusun, mengkategorikan dan memilih data-data 

http://home.crin.org/
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penting dan berkaitan dengan penelitian yang kemudian akan menarik 

kesimpulan yang akan memberikan sebuah pemahaman. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubberman (Matthew B. Miles, 2014) yaitu sebagai berikut :  

 

a) Kondensasi Data 

Kondensasi data ialah suatu bentuk analisis data yang akan 

membantu peneliti untuk memproses data dengan cara 

pengumpulan data dengan menentukan data, menyederhanakan, 

memperjelas dan memadatkan agar data lebih kuat, menajamkan 

data serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak berkaitan 

dengan penelitian.  

b) Penyajian Data 

Selanjutnya ialah penyajian data yang merupakan hasil dari 

kumpulan informasi-informasi yang telah tertata dan sistematis. 

Penyajian data biasanya merupakan teks naratif, matriks, grafik,, 

tabel, bagan serta jaringan yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi yang tersusun sehingga dapat memudahkan peneliti 

untuk menarik kesimpulan dan mengambil suatu tindakan.  

c) Menarik Kesimpulan 

Tahap terakhir ialah analasis data pada penelitian ini yaitu dengan 

menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini berupaya untuk 

memberikan penjelasan dan menarik sebuah kesimpulan atau 

rangkuman akhir dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan 

kesimpulan juga didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan 

terbukti kredibilitasnya. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian serta sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Validitas kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi 

hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara 
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reabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti 

konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain (John W. Creswell., 2013).  

Terdapat empat jenis dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif (Moleong, 

2017), yaitu : 

 3.6.1 Teknik Derajat Kepercayaan (Credibility) 

 Kredibilitas berfungsi dalam penelitian ini sebagai pembuktian 

kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas di lapangan, apakah 

data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang 

ada di lapangan/   

 3.6.2 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (Dependability) 

Untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil 

penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang ditulis akan 

dikonsultasikan dengan pihal lain untuk ikut memeriksa prse 

penelitian yang dilakukan peneliti, agar apa yang ditermukan oleh 

peneliti dapat dipertahankan (dependable) dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini yang ikut 

memeriksa ialah dosen pembimbing dan dosen penguji dalam 

penelitian ini. 

 3.6.3 Teknik Kepastian Data (Confirmability) 

Teknik ini dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, 

perbedaannya pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas 

digunakan untuk menilai hasil (produk) penelitian. Sedangkan 

dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai 

mengumpulkan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur 

dengan baik. Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas ini 

dapat memenuhi standar penelitian kualitatif, yaitu truth value, 

appalicability dan neutrality.  
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 3.6.4 Teknik Pengujian Keterlibatan Data (Transferability) 

Teknik ini berkaitan dengan sampai mana hasil penelitian ini 

mudah untuk dimengerti pembaca sehingga dapat diterapkan dan 

digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

peneliti mencoba untuk memberikan uraian secara rinci, jelas 

sistematis dan dapat dipercaya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Peran gender adviser dalam menangani gender mainstreaming di 

MINUSCA merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh PBB sebagai 

solusi untuk menyelesaikan perang saudara antara seleka dan anti balaka di 

CAR. Dari peran yang telah dilakukan bersamaan dengan Kapten Braga 

menjadi gender adviser melaksanakan 4 peran di dalam misi MINUSCA, upaya 

yang telah dilakukan yakni terlaksana sebagian. Hal ini dikarenakan dalam 

pelaksanaan mempromosikan dan memfasilitasi telah dilakukan dengan cukup 

baik. Namun pada bagian dukungan dan kerja sama masih diperlukannya 

evaluasi berkala yang intensif. Hal ini berkaitan dengan masih terdapatnya 

komponen misi atau kantor lapangan atau pihak lain yang tidak berjalan sesuai 

dengan komando yang telah diberikan. Selama pelaksanaan pengintegrasian 

tersebut, masih terdapat unit yang belum secara konsisten dan meninjau kembali 

perihal rencana kerja yang telah ditetapkan. Braga melihat langkah keterlibatan 

dan juga peran dalam kerja sama merupakan hal yang penting dengan 

menanamkan perspektif gender ke tiap perempuan dengan membangun minat 

perempuan untuk merepresentasikan perempuan di politik, perempuan dalam 

kekerasan gender (penyintas dan korban), dan pemberdayaan ekonomi. 

Oleh karena itu, Braga telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan 

perannya sebagai gender adviser dengan upaya memasukkan nila-nilai gender 

dalam tiap misi dengan tujuan mencapai perdamaian dan kesetaraan gender. 

Langkah-langkah dan proses utama seratus persen dirancang oleh orang yang 

memimpin implementasi di lapangan dalam hal ini adalah Braga sebagai gender 

adviser.  
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Untuk mencapai keberhasilan tersebut, gender adviser akan dipengaruhi 

oleh faktor eksternal dan internal di wilayah konflik. Hal ini dikarenakan gender 

adviser tidak dapat mengubah struktur misi itu sendiri, diperlukannya kerja 

sama dan keterlibatan pihak lain dan adanya pengembangan pada bagian yang 

menghambat kinerja gender adviser untuk membantu fokus pengembangan 

operasi di wilayah konflik. Meskipun dalam hasil akhirnya masih belum dapat 

dibilang sukses untuk mencapai perdamaian dan mencapai kesetaraan gender, 

namun upaya yang dilakukan Braga dalam menggunakan perempuan sebagai 

bagian dari kekuatan misi merupakan salah satu hal yang penggerak budaya di 

lingkungan militer.  

 

5.2 Saran 

   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender adviser telah 

melakukan perubahan dengan rencana yang telah disusun dengan baik bersama 

dengan tim. Masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam 

menangani gender mainstreaming pada misi MINUSCA, seperti perlu adanya 

dokumentasi berkala dan evaluasi yang terus dilakukan, hal ini akan 

berpengaruh terhadap upaya yang akan dilakukan oleh gender adviser di masa 

depan sebagai langkah awal untuk dapat mengidentifikasi permasalahan 

sebagai data lapangan yang membantu dalam pembentukan rencana atau 

peraturan yang dapat mencegah dan menangai gender mainstreaming. 

Ketetapan penugasan gender adviser juga perlu dipertimbangkan, hal ini 

berkaitan dengan singkatnya waktu yang ditugaskan untuk seorang gender 

adviser bekerja di lapangan biasanya 1 tahun atau kurang. Dengan singkatnya 

waktu tersebut, tidak dapat melihat hasil dari implementasi terutama yang 

berkaitan dengan aspek yang sensitif.  

Selain itu perlu adanya pembaruan atas bentuk gender maisntreaming. 

Hal ini akan berguna untuk gender adviser di masa depan untuk terus 

memperbarui rencana dalam menangani gender mainstreaming di wilayah 

konflik. Perlu adanya untuk penyamaan pemikiran atas gender mainstreaming 
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hal ini berguna untuk tidak menggangu implementasi perspektif gender dalam 

norma dan struktur internal PBB.  

Penelitian ini juga memerlukan adanya penggabungan perspektif gender 

yang kuat dalam normatif PBB terutama di PKO sebagai bentuk upaya untuk 

mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan 

penjaga perdamaian. Perlu adanya rencana dalam menindak pelaku yang 

melakukan tindak kekerasan seksual atau tindakan yang lainnya sehingga dapat 

ditangai lebih luas Meningkatkan partisipasi perempuan yang dilakukan telah 

mengalami peningkatan, namun PBB masih perlu untuk melihat isu-isu penting 

yang terjadi di wilayah konflik sehingga dapat menerapkan perspektif mana 

yang sesuai pada saat isu tersebut. Isu-isu yang dimaksud ialah dinamika pada 

isu pasca-konflik yang diabaikan oleh pendekatan gender yang diadopsi oleh 

PBB. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi salah satu 

sumber penelitian lanjutan yang akan meneliti topik yang sama. Dapat 

menggunakan kacamata lain seperti perspektif feminis untuk dapat melihat 

peran gender adviser dalam menangani gender mainstreaming  di wilayah 

konflik.  
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